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JDIH KABUPATEN PASANGKAYU

SALINAN

BUPATI MAMUJU UTARA

PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA
NOMOR  14 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR BIAYA KHUSUS
KEGIATAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2015
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU UTARA

TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan dana kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Mamuju Utara pada Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Utara Tahun
2015, perlu menyusun standar biaya khusus;

b. bahwadalam pelaksanaan kegiatan pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju UtaraTahun
2015, perlu estimasi biaya dari suatu komponen barang
dan jasa yang tidak diatur dalamPeraturan Bupati
Mamuju Utara Nomor 22 Tahun 2014 tentang Standar
Biaya Umum Tahun Anggaran 2015 di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara;

c. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Sulawesi Barat tanggal 24 Maret 2015
Nomor 39/KPU-Prov-033/III/2015 Perihal Penyampaian
Hasil Rakor KPU Provinsi dan KPU Kabupaten se
Provinsi Sulawesi Barat, perlu mengatur standar biaya
khusus penyelenggara pemilihan umum Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2015;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya
Khusus Kegiatan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati
Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2015 Pada Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Utara Tahun
Anggaran2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4270);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan  Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor  4400);

5. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4422);

6. Undang–Undang  Nomor 33  Tahun  2004  tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2004  Nomor 126  Tambahan
Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

8. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

10. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Indonesia Nomor 5585) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Perundang-undangan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor165 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta
Penyampaiannya;

17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
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Kabupaten/Kota;

18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun
2008 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum;

19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun
2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi
Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum /
Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota, serta
Pembentukan dan Tata kerja Panitia pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam
Penyelenggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS
KEGIATAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2015 PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN
ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini diatur Standar Biaya Khusus
Kegiatan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten
Mamuju Utara Tahun 2015 pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran2015.

Pasal 2

(1) Standar Biaya Khusus adalah biaya setinggi-tingginya
dan/atau estimasi biaya dari suatu barang dan jasa baik
secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk
memperoleh keluaran tertentu dalam rangka kegiatan
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju
Utara Tahun 2015;

(2) Standar biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan
sebagai pedoman bagi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mamuju Utara dalam menyusun Rencana Kerja
Anggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2015.

Pasal 3

(1) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada pasal 2
mengacu pada Standar biaya masukan Tahun 2015
dengan melakukan penyesuaian berdasarkan kondisi-
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kondisi ekonomi, sosial di wilayah Kabupaten Mamuju
Utara;

(2) Standar Biaya sebagaimana dimaksud pada pasal 2 yang
berfungsi sebagai batas tertinggi ditetapkan dalam
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini;

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan diPasangkayu
Pada tanggal 4 Mei 2015

BUPATI MAMUJU UTARA,

Ttd

AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
Pada tanggal  4 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA,

Ttd

M. NATSIR

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2015 NOMOR 14

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Ttd

MULYADI, SH
Pangkat : Penata Tk. I
Nip. 19791115 200804 1 001


